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PUTUSAN
Nomor 456/Pdt.G/2013/PA.Pyk
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis
menjatuhkan putusan dalam perkara antara:
PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota
Payakumbuh;
Sebagai Penggugat;
Melawan
TERGUGAT, umur 38 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa

bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tanggal 06 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 06 Nopember 2013 dengan Nomor

456/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 09 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh Utara, tanggal 09 Mei 2003;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Padang lebih kurang 5 tahun,

Hlm 1 dari 11 hlm Pts No 456/Pdt.G/2013/PA Pyk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang
Sikabu sampai;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

3.1. ANAK |, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2004,
3.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 19 Januari 2010;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih
kurang 10 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 9
tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 7 tahun, setelah itu
tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan oleh Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap
permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan
emosi dan marah-marah kepada Penggugat dan anak, serta Tergugat
terlalu bersifat egois didalam rumah tangga dan terlalu memaksakan
kehendak Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering berlaku
kasar kepada anak-anak, seperti Tergugat sering memukul anak-anak
yang masih kecil;

5. Bahwa, pada bulan Maret 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu
Tergugat berencana ingin merenovasi tempat kediaman bersama, waktu
Tergugat menyuruh agar Penggugat membuat surat pernyataan kalau
yang merenovasi rumah tersebut adalah Tergugat, akan tetapi Penggugat
tidak mau karena rumah yang akan direnovasi tersebut merupakan rumah
peninggalan orang tua Penggugat;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman
bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8
bulan lamanya;

7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan

tetapi tidak berhasil;
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8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga
yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan

Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan

memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat telah datang sendiri (inperson) menghadap di persidangan;
Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah
ditempuh usaha mediasi dengan bantuan mediator Drs.H.AZMIR ZEIN,
Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dan dari laporan mediator tertanggal
25 November 2013 ternyata usaha mediasi tersebut dinyatakan gagal;
Menimbang, bahwa walaupun usaha mediasi telah gagal, Majelis Hakim
selama persidangan berlangsung juga berusaha secara optimal untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;
Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak
pernah hadir lagi, walaupun pada persidangan tanggal 18 November 2013
Tergugat telah diperintah datang untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2013
dan juga telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 10 Desember
12013 untuk sidang tanggal 16 Desember 2013 dan tidak ternyata pula

ketidak hadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah;

Hlm 3 dari 11 hlm Pts No 456/Pdt.G/2013/PA Pyk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil,
selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap
mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak
bisa didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan
setelah Mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu:

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah (PPN)/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA.) Payakumbuh Utara,

tanggal 09 Mei 2003, yang telah di-nazegeling, oleh majelis telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua

Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah kakak
kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan
Penggugat pada tahun 2003;

e Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang,
kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Padang Sikabu
dan tinggal satu rumah dengan saksi;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali

karena Penggugat minta uang belanja penggugat minta diceraikan dan
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Tergugat lan dan karena berencana akan merehap rumah orang tua
Penggugat ;

e Bahwa saksi pernah melihat bekas pukul Tergugat pada Penggugat
sehingga merah warna pipi kanan Penggugat dan Tergugat menangis
pada saksi;

e Bahwa Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat sejak 9
bulan yang lalu;

e Bahwa sudah tidak ada upaya perdamaian lagi, baik oleh pihak
keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah
cukup;

2. SAKSI Il, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah kakak
kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah pada
tahun 2003;

* Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang,
kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Padang Sikabu
dan tinggal satu rumah dengan saksi;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena akan
merenofasi rumah dan karena anak dipukul dengan ikat pinggang;

e Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah 9 bulan ;

e Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi

di atas, dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain

dari yang telah diajukannya tersebut;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan Majelis;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk

segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
ternyata pula Penggugat dan Tergugat keduanya berdomisili dalam wilayah
hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat
formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan
resmi dan patut oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan
ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat
(1) Peraturan Pemerin tah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal Majelis Hakim
menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan upaya mediasi melalui Hakim Mediator,
demikian juga dalam persidangan berikutnya Majelis Hakim telah pula
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut
telah gagal, karena Penggugat tetap ingin mengakhiri pernikahannya dengan
perceraian, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65
dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang usaha
perdamaian dan mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah
lagi datang pada persidangan berikutnya sehingga jawaban Tergugat

terhadap gugatan Penggugat tidak didengar oleh Majelis hakim;
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Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan
Tergugat, disebabkan Tergugat tempramental dan egois sering marah
kepada Penggugat dan anak, sering berlaku kasar kepada Penggugat dan
anak-anak yang masih kecil, dan antara Penggugat dengan tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat
bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan
dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan
Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-
nazegeling, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok, dengan demikian alat bukti Ptersebut telah memenuhi persyaratan
formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah
memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus
dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 orang saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua
orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena
masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan
persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah sesuai
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dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara
formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan
Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
sah;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar karena akan merenovasi rumah orang tua
Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sekitar 8 bulan;

-Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut
beberapa point yaitu petitum point 1 sampai dengan 3, maka majelis
mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar
dikabulkan  gugatannya, maka Majelis akan menganalisa dan
mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 sampai dengan ,
setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian
sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara
suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga®;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia tersebut di atas terbukti
telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga Penggugat dengan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama
lebih dari 8 bulan tanpa ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan
Tegugat, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga
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sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang
kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat,
pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain
karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh
pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar
meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar.
Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit
dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian,
terjadinya pisah tempat tinggal selama 8 bulan, tanpa ternyata adanya
komunikasi antara Penggugat dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan
yang jelas, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis beranggapan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga
seperti terurai di atas, Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi
mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena
masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak
ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis
berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak bisa dipertahankan lagi. Memaksakan untuk mempertahankannya
hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak
maupun terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak-anak mereka,
sementara kaidah hukum menyatakan:

mlaa) ia e dis de liall §)0

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat
Jadi, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang
menjadi penyebab dari kondisi tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena
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tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia
seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah

sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat

dikabulkan, sehingga petitum Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk
berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan
putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa
bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan,
maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan
putusan perkara ini yang telah mempunyai kekutan hukum tetap kepada
PPN/Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, dan kota Payakumbuh,
yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang dan
PPN/Kepala KUA Kecamatan Utara Kota Payakumbuh, yang merupakan
tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 untuk
membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta
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Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah
dianalisa dan dipertimbangkan, maka petitum Penggugat pada poin 1 dapat
pula dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada KUA  Kecamatan Payakumbuh Utara, dan Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbubh;

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan

Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M

bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1435H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI,

Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim

Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan

penetapan Nomor 456/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 02 Desember 2013 untuk

memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh

Dra.FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL

EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat

diluar hadir Tergugat;
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HAKIM ANGGOTA

Dra.FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran
Biaya Pemberkasan
Biaya Panggilan
Biaya Redaksi

ok~ 0D

Biaya Materai
Jumlah

rupiah);
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KETUA MAJELIS

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

Rp. 30.000,-
Rp 50.000,-
Rp 150.000,-
Rp  5.000,-
Rp _ 6.000.-
Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
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Salinan ini sesuai dengan aslinya
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